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Info Artikel Abtract 

 This study aims to explore the motivating motive of students who are members of the Stu-
dent Association (in university X commonly referred to HMP) committee in committing 
fraud in the management of student funds using the fraud hexagon approach (pressure, 
rationalization, opportunity, capability, arrogance, collusion) and herding. This research 
was conducted using a qualitative descriptive method on 25 HMP at university X with 
primary data obtained through the distribution of open questionnaires to students involved 
in student fund management, semi-structured interviews, and observations, as well as 
secondary data in the form of documentation of related evidence. The results showed that 
all the motives in the fraud hexagon and the herding motive encouraged HMP functionar-
ies to commit fraud in the management of student funds with various fraud modes. Other 
findings also show that fraudulent practices in the management of student funds have 
become a culture in the HMP organization. 
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 Abstraks 

Kata Kunci: 

Fraud hHexagone, Herding, dan 

Pengelolaan Dana Kemaha-

siswaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pendorong mahasiswa yang ter-
gabung di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) dalam melakukan kecurangan 
pengelolaan dana kemahasiswaan dengan menggunakan pendekatan fraud hexagone 
(tekanan, rasionalisasi, kesempatan, kapabilitas, arogansi, kolusi) dan herding. Penelitian 
ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap 25 HMP di universitas X 
dengan data primer yang diperoleh melalui pembagian kuesioner terbuka kepada maha-
siswa yang terlibat dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, wawancara semi-terstruktur 
dan observasi, serta data sekunder berupa hasil dokumentasi bukti-bukti terkait. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa seluruh motif dalam fraud hexagone serta motif herding 
mendorong fungsionaris HMP untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana 
kemahasiswaan dengan modus kecurangan yang beragam. Temuan lain juga menunjukkan 
bahwa praktik kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan sudah menjadi budaya 
dalam organisasi HMP. 
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1. Pendahuluan 

Hasil pemantauan Indonesian Corruption 
Watch (ICW) pada persidangan berbagai kasus 
tindak pidana korupsi dalam rentan waktu Janu-
ari 2020 hingga Desember 2020 menyatakan bah-

wa kerugian yang dialami negara Indonesia men-
capai Rp 56,7 triliun (Susanto, 2021). Maraknya 
kasus korupsi di Indonesia perlu ditindaklanjuti 
dengan berbagai upaya seperti menggencarkan 
aksi nyata dalam memerangi tindakan korupsi, 
sebagai contoh tindakan yang dilakukan oleh 
lembaga Transparency International dengan me-
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ngadakan penilaian terkait kasus korupsi yang 
terjadi terhadap pemegang jabatan publik dan po-
litik di suatu negara dengan melibatkan masya-
rakat umum sebagai responden. Hasil peni-laian 
dikenal dengan Corruptions Perceptions Index (CPI) 
yang menggambarkan kondisi suatu negara yang 
relatif bersih dari praktik-praktik korupsi dengan 
menggunakan indikator-indikator peni-laian pa-
da berbagai sektor, beberapa diantaranya adalah 
perdagangan, pengadaan, perpajakan, dan layan-
an dasar di berbagai lembaga, termasuk lembaga 
pendidikan. Data yang dipublikasikan oleh Tran-
sparency International dalam laporan Global Cor-
ruption Barometer Asia 2020 terkait de-ngan CPI 

menunjukkan bahwa persepsi korupsi di Indone-
sia masih dikategorikan rendah berdasarkan score 
mapping yang ditetapkan lembaga terkait, seperti 

yang tertera di Gambar 1.  

Gambar 1. Corruptions Perceptions Index (CPI) In-

donesia 2016-2020 
Sumber : Transparency International (2020) 

Rendahnya CPI Indonesia disebabkan oleh 

penindakan yang masih lemah akan praktik-prak-
tik korupsi berupa suap, pungutan liar, penyele-
wengan dana dan beberapa aksi lainnya di ber-
bagai lembaga, termasuk di lembaga pendidikan 
(Rozie, 2021). ICW menjelaskan bahwa sebagian 
dari kerugian negara diakibatkan oleh kasus-ka-
sus korupsi di dunia pendidikan (Puspitasari, 
2020). Praktik kecurangan di dunia pendidikan 
mengindikasikan bahwa pembentukan karakter 
anti korupsi terhadap generasi muda masih be-
lum optimal dilakukan, padahal kawasan tempat 
dilakukannya pendidikan berperan penting da-
lam membentuk karakter seseorang, sehingga pe-
nelitian ini sangat penting untuk dilakukan de-
ngan tujuan mengeksplorasi praktik dan motif 
kecurangan di dunia pendidikan.  

Fenomena yang terjadi membuktikan bah-
wa praktik kecurangan di dunia pendidikan rent-
an untuk dilakukan dan terus berjalan akibat ku-

rangnya laporan terkait dengan tindakan korupsi 
yang dilakukan. Salah satu kasus tindakan kecu-
rangan dalam bentuk korupsi di dunia pendidi-
kan adalah penyelewengan dana universitas da-
lam proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Uni-
versitas Udayana yang berimplikasi pada kerugi-
an negara sebesar lebih dari Rp 25,9 miliar 
(Amalia, 2018). Selain itu, Marthunis (2019) me-
nyatakan bahwa dana universitas rentan untuk 
diselewengkan oleh pihak yang memiliki akses 
dan wewenang, sebagai contoh adalah kasus pe-
nyelewengan dana universitas pada awal tahun 
2021 di Universitas Pasir Pangaraian (UPP) yang 
menyelewengkan dana sebesar Rp. 6,5 miliar de-
ngan status tidak jelas setelah mengikuti proyek 
pembangunan jalan.  

Kasus kecurangan juga dapat dilakukan 
oleh mahasiswa yang dapat ditemui dalam ben-
tuk kecurangan akademik dan kecurangan pe-
ngelolaan dana kemahasiswaan (Cahyaningtyas 
& Achsin, 2018). Contoh kasus kecurangan yang 
terjadi adalah penyelewengan dana kemahasis-
waan oleh anggota Dewan Perwakilan Maha-
siswa (DPM) di Universitas Islam Indonesia (UII) 
yang tidak dilaporkan pada pihak berwajib dan 
diselesaikan secara kekeluargaan (Satriadi, 2018). 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indo-
nesia menyatakan bahwa kampus seharusnya 
menjadi pusat akademis dalam pemberantasan 
korupsi dan bukan menjadi wadah dalam me-
ngembangkan perilaku korupsi. Aksi kecurangan 
yang terjadi disebabkan karena berbagai motif 
pendorong. Puspita, Haryadi dan Setiawan (2015) 
juga mengungkapkan bahwa pada Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) atau organisasi mahasiswa di 
kampus sering terjadi misappropriation asset dan 
expense reimbursement schemes dengan meningkat-
kan biaya dalam laporan pertanggungjawaban 
keuangan. Tindakan kecurangan di lingkungan 
UKM telah terjadi turun temurun dan dilakukan 
dengan alasan “agar periode yang akan datang, 
dana yang diberikan tidak turun”. Hal ini sejalan 
dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Is-
matullah dan Eriswanto (2016) bahwa seseorang 
cenderung mengikuti perilaku orang-orang yang 
berada di lingkungan yang sama. 

Praktik-praktik kecurangan terjadi karena 
didorong oleh berbagai motif. Vousinas (2019), 
(Larum et al., 2021) mengungkapkan bahwa prak-
tik kecurangan dapat terjadi karena berbagai mo-
tif seperti tekanan (pressure), rasionalisasi (rationa-
lization), kesempatan (opportunity), kapabilitas (ca-
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pability), arogansi (arrogance), kolusi (collusion), 
dan dikenal sebagai  fraud hexagon model. Zamzam 
et al. (2017) mengungkapkan bahwa tekanan dan 
kapabilitas berpengaruh dalam mendorong niat 
mahasiswa yang ada di Kota Ternate untuk ber-
perilaku curang dalam proses perkuliahan. Su-
hartini et al. (2020) menyatakan bahwa arogansi 
dan kesempatan merupakan motif lain yang men-
dorong mahasiswa pada suatu universitas untuk 
melakukan tindakan kecurangan. Selain itu, 
Muhsin et al. (2018) juga menambahkan bahwa 
rasionalisasi menjadi salah satu motif yang men-
dorong mahasiswa dalam memperlancar tinda-
kan kecurangan. Sementara itu, Suryana dan 
Sadeli (2015) menjelaskan bahwa kolusi menjadi 
stimulus dalam memperlancar tindakan kecu-
rangan bagi pegawai administrasi dan guru pada 
SMA dan SMK. 

Selain itu, praktik kecurangan juga dapat 
terjadi karena didorong perilaku “ikut-ikutan” 
atau disebut “herding” (Novianti et al., 2020). 
Urumsah, Wicaksono dan  Hardinto (2018) me-
nyatakan perilaku mengikuti kebiasaan yang bu-
ruk dapat mendorong anggota organisasi untuk 

berperilaku ramah terhadap praktik kecurangan. 
Yuliyanti dan Hapsari (2020) menyingkap bahwa 
terdapat perilaku kecurangan dalam pengelolaan 
dana kemahasiswaan yang sering diikuti oleh 
para fungsionaris di setiap kepengurusan. Hal ini 
membuktikan bahwa aksi kecurangan juga dapat 
terjadi karena didorong oleh perilaku “ikut-
ikutan”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di-
sampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan 
untuk mengeksplorasi motif pendorong maha-
siswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa 
Program Studi (HMP) dalam melakukan kecu-
rangan pengelolaan dana kemahasiswaan dengan 
fraud hexagon dan herding. Penelitian ini mengam-

bil objek HMP pada Universitas X dengan meng-
kategorikan jumlah dana kemahasiswaan yang 
dikelola. Alasan pemilihan HMP sebagai objek 
penelitian adalah karena lembaga kemahasiswaan 
ini berada di aras program studi dan di Universi-
tas X sendiri terdapat 25 program studi yang 
memiliki HMP dari total 36 program studi yang 
ada di Universitas X dengan alokasi dana kema-
hasiswaan yang berbeda-beda sesuai dengan jum-
lah mahasiswanya. Selain itu, temuan awal ber-
dasarkan hasil wawancara dengan beberapa 
fungsionaris HMP mengungkap terdapat kebia-
saan yang diikuti secara turun-temurun dengan 
“mengotak-atik” pengelolaan dana kemahasiswa-

an untuk memperoleh keuntungan individu atau 
kelompok. 

2. Pengembangan Kerangka Penelitian 

Theory of Reasoned Action (TRA) 

Awang et al. (2016) memaparkankan bahwa 
niat seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 
attitude toward behavior dan subjective norm yang 
dikenal dengan sebutan Theory of Reasoned Action 
(TRA). Attitude toward behavior adalah respon atas 
untung atau rugi yang memungkinkan diterima 
oleh seseorang, sedangkan subjective norm menga-
cu pada kepercayaan seseorang atas perilaku dan 
dorongan dari orang-orang di lingkungan sekitar 
(Smith et al., 2007). Razak et al. (2018) mengung-
kapkan bahwa attitude toward behavior dan subjec-
tive norm mendorong niat seseorang untuk mela-
kukan kecurangan dalam pelaporan keuangan 
untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sejalan 
dengan pernyataan Iswanaji (2018) bahwa peni-
puan merupakan kecurangan untuk mendapat-
kan keuntungan dengan mengelabui orang lain 
menggunakan laporan keuangan yang dimodifi-
kasi dan tidak menyatakan keadaan yang sesung-
guhnya.   

Kecurangan (Fraud) 

Association of Certified Fraud Examiners 
(2016) menjelaskan bahwa kecurangan merupa-
kan tindakan yang tidak sesuai dengan norma 
dan aturan yang berlaku dan merugikan pihak-
pihak tertentu melalui manipulasi informasi un-
tuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri 
maupun sekelompok orang. Albrecht, Albrecht, 
Albrecht dan Zimbelman (2012) menyatakan bah-
wa kecurangan merupakan cara seseorang dalam 
mendapatkan manfaat secara ilegal dengan me-
ngelabui orang lain. Association of Certified Fraud 

Examiners (2016) menjelaskan bahwa terdapat tiga 
bentuk kecurangan, yaitu: (1) Missappropriation 
asset. Missapropriation asset adalah tindakan dalam 

menyalahgunakan atau mencuri aset organisasi a-
tau perusahaan.  (2) Fraudulent financial statement. 
Fraudulent financial statement merupakan bentuk 
kecurangan dalam memanipulasi informasi yang 
tercantum laporan keuangan untuk mengelabui 
orang lain demi mendapatkan keuntungan. (3) 
Coruption. Coruption didefinisikan sebagai tinda-
kan kecurangan dalam hal penyelewengan keku-
asaan, pemberian suap, gratifikasi, pemerasan, 
dan penerimaan ilegal.  

Vousinas (2019) menjelaskan bahwa praktik 
kecurangan dilakukan dengan beberapa motif, 
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yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), 
dan rasionalisasi (rationalization), kapabilitas (ca-

pability), arogansi (arogancy), dan kolusi (collusion) 
dan dikenal dengan sebutan fraud hexagone. Motif 
tekanan (pressure) merupakan motif yang dapat 
timbul akibat tuntutan ekonomi dan gaya hidup 
sehingga mendorong seseorang untuk melakukan 
kecurangan, motif kesempatan (opportunity) men-
dorong seseorang untuk melakukan kecurangan 
karena terdapat cela yang dapat dimanfaatkan 
untuk memperoleh keuntungan, sedangkan motif 
rasionalisasi (rationalization) merupakan pola pikir 
seseorang dengan membenarkan tindakan kecu-
rangan sebagai tindakan yang dapat diterima se-
cara umum. Selanjutnya, motif kapabilitas (capa-
bility) berperang penting dalam mendorong se-
seorang untuk memanfaatkan cela yang ada un-
tuk melakukan kecurangan, memanfaatkan we-
wenang yang ada untuk menutup tindakan ke-
curangan yang dilakukan, dan bahkan membuat 
peluang yang baru untuk memperlancar aksi 
kecurangan, kemudian motif arogansi yang di-
maksudkan adalah sifat kesombongan dari sese-
orang yang menganggap dirinya kebal terhadap 
aturan yang ada karena memiliki wewenan da-
lam organisasi, serta motif kolusi (collusion) se-
bagai salah satu yang diyakini dapat menjadi 
stimulus dalam mendorong tindakan kecurangan 
antara minimal dua orang atau lebih.  

Herding 

Spyrou (2013) menyatakan bahwa herding 

sebagai perilaku yang cenderung mengikuti ke-
putusan orang lain karena diyakini dapat mem-
berikan manfaat. Herding biasanya identik dengan 
pola seorang investor yang mengikuti keputusan 
investor lain dalam menetapkan keputusan inves-
tasi. Lebih dari itu, herding juga ternyata berperan 
dalam mempengaruhi orang lain bukan hanya 
pada ruang lingkup investasi, namun juga pada 
keputusan untuk melakukan aksi kecurangan. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemu-
kakan oleh Novianti et al. (2020) yang menya-
takan bahwa aksi kecurangan juga dapat terjadi 
karena mengikuti kebiasaan yang berkembang 
dalam suatu organisasi. 

Pengelolaan Dana Kemahasiswaan  

Lembaga kemahasiswaan merupakan sara-
na bagi mahasiswa dalam mengembangkan ke-
mampuan diri dalam berorganisasi (Oviyanti, 
2016). Saptarengga (2014) mengungkapkan bah-
wa lembaga kemahasiswaan dapat berkontribusi 

dalam menciptakan lulusan yang berkualitas. 
Lembaga kemahasiswaan diberikan dana oleh 
universitas untuk kebutuhan operasional dan se-
bagai penunjang program kerja yang diangkat pa-
da masing-masing periode melalui fakultas yang 
kemudian disalurkan ke setiap organisasi kema-
hasiswaan yang ada (Hapsari & Supriyono, 2020). 
Lebih lanjut, untuk menunjang kebutuhan pro-
gram kerja lembaga kemahasiswaan, dana juga 
didapatkan dari usaha dana. 

Lembaga kemahasiswaan (LK) Universitas 
X (2021) dalam panduan pengelolaan organisasi, 
menjelaskan bahwa terdapat 4 tahapan pengel-
olaan dana kemahasiswaan, yaitu tahapan peren-
canaan, pengesahan, pelaksanaan dan evaluasi. 
Tahapan perencanaan ditandai adanya pengajuan 
program kerja oleh unit kepada Lembaga Kema-

hasiswaan Fakultas (LKF). Tahapan Pengesahan 
dilakukan pada rapat kerja di masing-masing fa-
kultas yang dihadiri oleh lembaga eksekutif, lem-
baga legislatif, HMP, dan Kelompok Bakat Minat 
(KBM), yang kemudiaan dikoordinasikan dalam 
rapat koordinasi universitas yang dihadiri oleh 
lembaga eksekutif dan lembaga legislatif seluruh 
fakultas, lembaga eksekutif universitas dan lem-
baga legislative universitas yang membahas ten-
tang program kerja dan anggaran. Setelah itu, 
tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program 
kerja. Tahapan terakhir adalah evaluasi yang dil-
akukan dengan pembuatan laporan pertanggung-
jawaban dan pengadaan rapat evaluasi di akhir 
periode. 

3. Data dan Meode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Objek yang dipilih dalam pe-
nelitian ini adalah 8 fakultas yang memiliki HMP 
yang mengelola dana kemahasiswaan. Data yang 
digunakan merupakan data primer yang diper-
oleh melalui pembagian kuesioner kepada maha-
siswa yang terlibat dalam pelaksanaan program 
kerja untuk mengetahui respon terhadap pengel-
olaan dana kemahasiswaan, wawancara semi ter-
struktur terhadap berbagai narasumber dengan 
tujuan mengeksplorasi lebih mendalam hasil wa-
wancara yang diperoleh kepada anggota HMP 
yang tergabung dalam panitia kegiatan, bendaha-
ra SMF, dan bendahara SMU. Selain wawancara, 
data primer juga diperoleh melalui observasi 
yang dilakukan dengan cara turut terlibat dalam 
kepengurusan kepanitiaan. Lebih lanjut, peneli-
tian ini juga menggunakan data sekunder berupa 
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hasil dokumentasi bukti-bukti terkait seperti, la-
poran pertanggungjawaban kegiatan, bukti-bukti 
transaksi, dan panduan pengelolaan organisasi. 

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan 
analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh 
Miles dan Huberman (1992) antara lain reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Pada tahap awal, dilakukan reduksi data dengan 
cara meringkas data hasil wawancara dan doku-
mentasi yang relevan dengan penelitian, dan ke-
mudian mengeliminasi data yang tidak relevan 
dengan penelitian. Tahap selanjutnya yaitu me-
nyajikan dan mengelompokkan data sehingga da-
ta yang diperoleh lebih terorganisir dan mudah 
dipahami. Data yang telah disajikan selanjutnya 
dicari maknanya dengan melakukan penyesuaian 
antara kejadian yang ada di lapangan dengan te-
ori yang dikembangkan. Selain itu, dilakukan ob-
servasi untuk mendalami kebiasaan serta budaya 
yang berkembang dalam organisasi pada keem-
pat tahapan pengelolaan dana kemahasiswaan.  
Analisis data juga dilakukan dengan teknik trian-
gulasi pada setiap tahapan penelitian. Triangulasi 
dilakukan dengan cara memverifikasi kepada 

setiap narasumber menggunakan pertanyaan 
yang sama, kemudian jawaban antar narasumber 
dikonfirmasi kepada narasumber yang satu de-
ngan narasumber lainnya. Selain melakukan kon-
firmasi kepada antar narasumber, jawaban yang 
diperoleh juga dibandingkan dengan dokumen-
dokumen terkait sehingga penarikan simpulan 
untuk dijadikan hasil penelitian lebih objektif.  

4. Hasil 

Universitas X adalah salah satu universitas 
di Indonesia yang terletak di Kota Salatiga, Jawa 
Tengah dan memiliki 14 fakultas dengan 36 pro-
gram studi di dalamnya. Dari total 36 program 
studi, terdapat 24 program studi yang memiliki 
lembaga eksekutif kemahasiswaan berupa HMP. 
Kedudukan HMP dalam lembaga kemahasiswaan 
berada dibawah naungan lembaga eksekutif fa-
kultas, diawasi oleh lembaga legislative fakultas, 
serta bertanggung jawab terhadap fakultas dan 
universitas. HMP berperan penting dalam men-
dorong mahasiswa setiap program studi untuk 
mewujudkan lulusan yang memiliki kemampuan 
hard skills dan soft skills yang memadai.  Hal itu 
didukung dengan pelaksanaan program kerja 
yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan pe-
ngetahuan mahasiswa sehingga dapat membantu 
universitas menciptakan lulusan mahasiswa yang 
kreatif dan berdaya cipta unggul.  

Setiap program kerja HMP memiliki be-
berapa sumber dana dalam mengakomodir pe-
ngeluaran yang ada. Adapun beberapa sumber 
dana yang digunakan untuk mengakomodir pe-
ngeluaran program kerja HMP berasal dari dana 
Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan (PLK), 
Iuran Keluarga Mahasiswa (IKAMA), dan usaha 
dana dan sponsorship. Dana PLK merupakan da-
na yang bersumber dari pembayaran uang SKS 
mahasiswa yang diperuntukkan untuk mem-
biayai program terstruktur yang sudah dirapat-
kan dalam rapat koordinasi, sedangkan dana 
IKAMA bersumber dari uang layanan kemaha-
siswaan setiap mahasiswa yang dibayarkan 3 kali 
dalam satu tahun dan diperuntukan untuk mem-
biayai program non terstruktur. Selain itu, ter-
dapat dana yang berasal dari usaha dana dan 
sponsorship yang bersumber dari bentuk usaha 
panitia atau satgas dalam mencari dukungan da-
na dari luar kampus atau pihak ketiga untuk 
membiayai program terstruktur maupun non 
terstruktur. 

Tahapan Pengelolaan Dana Kemahasiswaan 

Lembaga Kemahasiswaan Universitas da-
lam panduan pengelolaan organisasi menyebut-
kan bahwa setiap program kerja yang diajukan 
oleh HMP perlu mengikuti beberapa tahapan, 
yaitu tahapan perencanaan, pengesahan, pelaksa-
naan, dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan pern-
yataan dari Ezra Gerry selaku sekretaris lembaga 
kemahasiswaan universitas  X dalam kutipan wa-
wancara berikut ini: 

“Jadi memang setiap HMP yang ada di kampus 
perlu mengikuti tahapan yang ada dalam pan-
duan untuk memperoleh dana dari kampus, mu-
lai dari tahapan perencanaan, tahapan penge-
sahan dalam rapat kerja di tingkat fakultas dan 
rapat koordinasi di tingkat universitas, tahapan 
pelaksanaan saat mengorganisir pelaksanaan 
program kerja, dan tahap evaluasi sebagai ben-
tuk pertanggungjawaban.”  

Hal ini senada dengan pernyataan yang di-
ungkapkan oleh salah satu ketua HMP program 
studi manajemen, seperti yang tertuang dalam 
kutipan berikut: 

“Ya HMP itu bisa dapat dana kemahasiswaan 
untuk pembiayaan program kerja. Sesuai atur-
an yang ditetapkan LKU, dimulai dari tahapan 
merencanakan kegiatan dan anggaran, kemudi-
an ada pengesahan di fakultas dan di universi-
tas, lalu pelaksanaan program kerja, dan yang 
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terakhir evaluasi untuk membahas pertang-
gungjawaban.” 

Pada tahapan perencanaan, seluruh HMP meran-
cang program kerja beserta dengan rincian ang-
garan dana yang dibutuhkan dalam pelaksana-
annya berdasarkan standarisasi harga yang dite-
tapkan lembaga legislatif universitas. Hal ini 
diungkapkan Eliana Wulandari selaku ketua lem-
baga legislatif universitas, seperti dalam kutipan 
wawancara berikut ini: 

“Penyusunan anggaran program kerja HMP 
itu perlu mengikuti standarisasi harga yang 
sudah ditetapkan sebelumnya sebagai pengen-
dalian harga di lapangan” 

Setelah merencanakan program kerja dan rincian 
anggaran, tahapan berikutnya adalah tahapan 
pengesahan. Pada tahapan ini, seluruh LK di uni-
versitas X akan mengikuti rapat kerja di tingkat 
fakultas dan rapat koordinasi di tingkat universi-
tas untuk dikritisi dan kemudian disahkan. Hal 
ini diungkapkan oleh Waraney Punuh sebagai 
ketua lembaga eksekutif universitas, melalui ku-
tipan wawancara berikut ini: 

“Setiap program kerja dan anggaran akan diba-
has dalam rapat kerja di tingkat fakultas dan 
rapat koordinasi di tingkat universitas untuk 
melihat tujuan dan besaran anggaran.” 

Setelah program kerja dan anggaran disahkan, 
tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. 
Pada tahapan ini setiap HMP melalui pelaksana 
program kerja akan mengajukan pencairan dana 
dengan membuat proposal untuk diajukan ke 
universitas dan akan diperiksa oleh lembaga ke-
mahasiswaan di tingkat fakultas dan lembaga ke-
mahasiswaan di tingkat universitas, dan jika pro-
posal yang diajukan sudah sesuai maka akan dil-
akukan pencairan dana, serta akan dicairkan de-
ngan metode transfer atau secara tunai. Hal ini 
diungkapkan oleh Laurenzia Putri selaku benda-
hara lembaga eksekutif universitas, seperti dalam 
kutipan wawancara berikut ini: 

“Ya, jadi proposal yang diajukan oleh HMP 
akan diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu akan 
dilakukan pemrosesan pencairan dana berdasar-
kan kebutuhan dana pada setiap program kerja. 
Dana akan dicairkan dengan 2 metode, yaitu 
pencairan tunai dan transfer.” 

Tahapan terakhir dalam pengelolaan dana kema-
hasiswaan adalah tahapan evaluasi. Pada tahapan 
ini HMP akan melakukan evaluasi terkait dengan 

pelaksanaan program kerja, penggunaan dana ke-
mahasiswaan melalui pembuatan laporan per-
tanggungjawaban dan pemeriksaan. Apabila la-
poran pertanggungjawaban yang dibuat sudah 
sesuai, maka laporan tersebut akan diarsipkan. 
Hal ini diungkapkan oleh Waraney Punuh seba-
gai ketua lembaga eksekutif universitas, seperti 
dalam kutipan berikut ini: 

“Kalau program kerja sudah terlaksana, maka 
setiap HMP wajib membuat laporan pertang-
gungjawaban yang memuat informasi keter-
capaian program dan penggunaan dana kema-
hasiswaan yang diterima sebelumnya. Laporan 
yang dibuat akan diperiksa oleh lembaga kema-
hasiswaan di tingkat fakultas dan lembaga ke-
mahasiswaan di tingkat universitas, jika sudah 
sesuai maka akan diarsipkan” 

Praktik Kecurangan dalam Pengelolaan Keu-
angan Dana Kemahasiswaan 

Berdasarkan data yang diperoleh terhadap 
seluruh HMP dan pelaksana program kerja yang 
ada di universitas X, diidentifikasi bahwa 15 
HMP melakukan bentuk kecurangan misappropri-
ation assets dan 18 HMP melakukan bentuk kecu-
rangan fraudulent financial statement dengan mo-
dus yang beragam. Pada tahapan perencanaan, 
HMP melakukan pembengkakan anggaran untuk 
memperoleh dana lebih dengan dalih “memak-
simalkan penyerapan anggaran”. Hal ini diung-
kapkan oleh penanggung jawab program kerja 
pada salah satu HMP di fakultas A, seperti dalam 
kutipan wawancara berikut ini: 

“Waktu menyusun anggaran, kami biasanya 
akan melebihkan kebutuhan dana program kerja 
dengan cara mengambil komponen dalam stan-
darisasi dengan harga yang paling tinggi, kem-
udian meningkatkan kuantitas komponen terse-
but. Hal ini sudah biasa kami lakukan, dari per-
iode sebelumnya juga selalu terjadi.” 

Hasil wawancara tersebut senada dengan pern-
yataan salah satu ketua HMP pada fakultas B, se-
perti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“Kalau bicara soal membengkakkan anggaran, 
sepertinya dari dulu juga sudah seperti itu. 
Waktu awal periode juga kami sudah mencari 
tahu dasar alokasi dana kemahasiswaan ter-
hadap HMP pada LK fakultas, jika dasar alokasi 
dananya berdasarkan jumlah program, dan jika 
program yang kami ajukkan banyak, maka 
susunan anggaran yang kami buat juga akan 
disesuaikan”  



AFRE Accounting and Financial Review 

Vol. 5(1) 2022: 83-96 

 

89 

Selain pada tahapan perencanaan, ternyata prak-
tik kecurangan juga terjadi dalam tahapan penge-
sahan. Pada tahapan ini, praktik kecurangan ter-
jadi karena adanya perbincangan “di belakang” 
antara HMP, lembaga eksekutif dan lembaga le-
gislatif fakultas ketika pelaksanaan rapat kerja. 
Hal ini terjadi karena dalam panduan pengelo-
laan organisasi mengatur prosentase dana 60% 
untuk program kerja professional skills dan 40% 
untuk program kerja humanistic skills, dan dite-
mukan bahwa masih terdapat sisa dana yang ha-
rus dialokasikan pada program kerja yang dikat-
egorikan professional skills, dan program tersebut 
masuk kedalam program kerja HMP. Hal ini 
dinyatakan oleh salah satu ketua HMP di fakultas 
D, seperti dalam kutipan wawancara berikut: 

“Biasanya waktu rapat kerja, LK fakultas akan 
menghitung total anggaran yang dianggarkan 
seluruh HMP. Jika masih ada sisa dana yang 
harus dialokasikan untuk program kerja yang 
bersifat professional skills, mereka akan mem-
beritahukan kami untuk sesegera mungkin me-
ningkatkan anggaran yang ada agar alokasi da-
na bisa maksimal.”  

Pernyataan tersebut senada dengan yang disam-
paikan oleh salah satu ketua HMP pada fakultas 
E, seperti dalam kutipan berikut ini: 

“Waktu rapat kerja fakultas, kalua masih ada 
sisa dana yang harus dialokasikan dalam pro-
gram kerja yang bersifat professional skills, bi-
asanya lembaga kemahasiswaan fakutlas akan 
menghubungi kami untuk meningkatkan ang-
garan dana yang kami butuhkan” 

Selain itu, praktik kecurangan juga terungkap 
pada tahapan pelaksanaan. Pada tahapan ini ter-
dapat beberapa bentuk kecurangan yang diung-
kapkan oleh hampir seluruh ketua HMP yang 
menyebutkan bahwa upaya untuk memaksimal-
kan penyerapan anggaran akan dilakukan de-
ngan beberapa cara, misalnya dengan melakukan 

pembelian inventaris dengan kuantitas yang san-
gat besar walaupun pada realisasinya tidak akan 
digunakan sampai habis, membuat bukti tran-
saksi palsu, dan manipulasi laporan pertang-
gungjawaban. Hal tersebut diungkapkan oleh sa-
lah satu ketua HMP di fakultas C, seperti dalam 
kutipan wawancara berikut ini: 

“Di tahapan ini pas dana cair itu dipegang oleh 
HMP atau pelaksana program kerja. Kalau 
dananya sudah ada di tangan, akan lebih mudah 
untuk mengatur pengeluaran untuk belanja 
dan keperluan yang lain. Karena diawal kami 

menganggarkannya lebih, maka pas di akhir 
pasti ada sisa. Nah sisanya itu akan kami bel-
anjakan untuk membeli perlengkapan tambahan 
walaupun acaranya sudah selesai untuk dibagi 
ke beberapa orang, transfer ke masing-masing 
panitia sebagai uang kuota bagi, atau dengan 
membuat nota baru agar dana sisanya bisa ma-
suk ke kas HMP.”    

Hal senada diungkapkan oleh beberapa pelaksa-
na program kerja di fakultas yang berbeda-beda, 
misalnya dengan modus lapping. Pernyataan ini 
diungkapkan melalui kuesioner yang dibagikan, 
seperti dalam kutipan berikut ini: 

“Praktik seperti ini sudah sering terjadi di sini 
(fakultas). Biasanya sisa dana akan ditransfer ke 
setiap pelaksana program kerja dengan “embel-
embel” sebagai uang kuota karena di akhir acara 
masih terdapat sisa dana, walaupun pada waktu 
pembuatan proposal, anggaran kuota ini tidak 
dianggarkan. Agar tidak ada biaya administra-
si, saya akan mengirimkan melalui e-wallet ke 
masing-masing pelaksana. Tapi sebelum itu-
pun, pada waktu pencairan dana, saya yang 
mewakili Badan Pengurus Harian (BPH) pro-
gram kerja karena mereka semua berada diluar 
Salatiga, dan pernah sempat kepakai karena ada 
kebutuhan mendesak, tapi langsung diganti”  

Lebih lanjut, salah satu ketua HMP menyatakan 
bahwa pada tahapan evaluasi pun mereka masih 
bisa untuk mengelabui lembaga kemahasiswaan 
fakultas dan lembaga kemahasiswaan universitas. 
Hal itu dilakukan ketika ditanyakan pada saat pe-
ngoreksian mengenai pengeluaran yang tereali-
sasi dalam laporan pertanggungjawaban keua-
ngan yang memuat adanya pengeluaran besar 
yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam pro-
posal, seperti pembagian kuota panitia. Pernya-
taan tersebut diungkapkan melalui wawancara 
dengan salah satu ketua HMP di fakultas E, se-
perti dalam kutipan berikut ini: 

“Ketika dikoreksi, biasa mereka akan tanya-
tanya terkait anggaran yang besar. Disitu kami 
tinggal menjelaskan saja bahwa kalau pembagi-
an kuota dilakukan berdasarkan kesepakatan da-
lam rapat dengan sistem reimburse ke setiap 
pelaksana, walaupun sebelumnya tidak pernah 
ada omongan seperti itu. Ya, hal ini kan agar 
anggarannya habis, jadi kami jawab seperti 
itu.” 

Hal senada juga terjadi pada HMP di fakultas B 
dengan modus yang berbeda, seperti dalam wa-
wancara berikut ini: 
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“Kemarin pada saat pengoreksian, saya dimin-
takan konfirmasi mengenai pembelian per-
lengkapan protokol kesehatan, padahal ber-
dasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dil-
akukan full-online. Saya menjawab kalau per-
lengkapan protokol kesehatan sudah dibeli ter-
lebih dahulu, sebelum adanya larangan berkum-
pul. Perlengkapannya masih ada ditempat saya, 
terkadang saya pakai juga.” 

Berdasarkan data yang berhasil diidentifikasi, 
maka kecurangan pada tahapan perencanaan di-
lakukan dengan bentuk kecurangan fraudulent 
financial statement, tahapan pengesahan dilakukan 
dengan bentuk kecurangan fraudulent financial 
statement, tahapan pelaksanaan dilakukan dengan 

bentuk kecurangan fraudulent financial statement 
dan misappropriation assets, dan tahapan evaluasi 
dilakukan dengan bentuk kecurangan fraudulent 
financial statement. 

Motif Kecurangan dalam Pengelolaan Dana 
Kemahasiswaan 

Berdasarkan bentuk kecurangan yang ber-
hasil diidentifikasi di bagian sebelumnya, maka 
secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 
dua jenis kecurangan yaitu misappropriation assets 
dan fraudulent financial statement. Selanjutnya dari 
hasil pengidentifikasian jenis kecurangan yang 
terjadi, penelitian ini juga mengeksplorasi motif 
praktik kecurangan yang dilakukan oleh para 
HMP dengan menggunakan pendekatan fraud he-
xagon dan herding.  

Tabel 1. Motif Kecurangan Misappropriation Assets HMP  

Motif Bentuk Kecurangan 
Misappropriation Assets 

Rasionalisasi 15 HMP 
Kapabilitas 15 HMP 

Kesempatan 13 HMP 
Tekanan 8 HMP 
Arogansi 8 HMP 

Kolusi 1 HMP 

Tabel 1 menunjukkan hasil survei 15 HMP 
terkait dengan motif melakukan kecurangan mis-

appropriation assets. Rasionalisasi dan kapabilitas 
menjadi motif utama dari keseluruhan narasum-
ber untuk melakukan kecurangan di dalam pe-
ngelolaan dana kemahasiswaan, diikuti dengan 
motif kesempatan, tekanan, arogansi, dan kolusi. 
Motif yang pertama adalah rasionalisasi. 15 HMP 
menyatakan bahwa motif ini dapat terjadi karena 
pemikiran pelaku yang menganggap tindakan 
yang dilakukan sah-sah saja. Pernyataan tersebut 

diungkapkan oleh salah satu ketua HMP program 
studi di fakultas C, seperti dalam kutipan wawan-
cara berikut ini: 

“Ya menurut saya itu tidak apa-apa. Program 
kerja juga sudah jalan, jadi perlengkapan sisa 
yang ada sudah tidak akan dicari lagi.” 

Motif ini ternyata juga dijadikan dasar pemikiran 
oleh ketua pelaksana program kerja HMP di fa-
kultas A, seperti yang nampak dalam kutipan 
berikut ini: 

“Sisa perlengkapan kan sudah tidak akan dipa-
kai lagi kalau program kerja sudah terlaksana, 
jadi untuk apa didiamkan? Mendingan saya 
pakai saja, daripada expired.”  

Selanjutnya, praktik kecurangan juga ter-
jadi karena dasar motif kapabilitas. 15 HMP me-
nyatakan pernah melakukan jenis kecurangan 
misappropriation assets karena jabatan yang diem-

ban dan dengan mudah mengelola perlengkapan 
yang dibeli, sehingga sisa perlengkapan dapat di-
gunakan sendiri. Hal tersebut diungkapkan, oleh 
ketua HMP di fakultas E dalam wawancara, sep-
erti dalam kutipan berikut ini: 

“Sebagai ketua, memang mengarahkan pelaksa-
na program kerja sudah menjadi tugas inti, 
misalnya ketika pembelian, sebisa mungkin pe-
laksana program kerja diarahkan untuk mem-
beli dengan kuantitas besar, agar terdapat sisa 
yang bisa digunakan” 

Hal senada diungkapkan oleh pelaksana program 
kerja pada fakultas B dengan modus yang ber-
beda, seperti dalam kutipan berikut ini: 

“Kalau mengenai dana yang dipegang, terka-
dang saya menggunakannya untuk kepentingan 
pribadi karena saya yang pegang kas, tapi 
dikembalikan pada saat dibutuhkan.”  

Selain itu, motif kecurangan selanjutnya 
adalah kesempatan yang dijadikan dasar oleh 13 
HMP. Praktik kecurangan dengan motif ini dapat 
terjadi karena kurangnya pengawasan dan con-
trolling oleh lembaga eksekutif dan lembaga legis-
latif. Hal ini diungkapkan oleh salah satu ketua 
HMP di fakultas C, seperti dalam kutipan berikut 
ini: 

“Setelah kegiatan selesai, semua perlengkapan 
sisa itu saya yang bawa dan setelah itu sudah 
tidak pernah dibahas dan ditanyakan juga. Jadi 
terkadang saya pakai di rumah.” 
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Hal tersebut senada dengan pernyataan yang 
disampaikan oleh salah satu penanggungjawab 
program kerja pada HMP di fakultas B, seperti 
yang dinyatakan dalam kutipan berikut ini: 

“Sewaktu selesai, sisa perlengkapan masih ban-
yak, dan tidak ada yang mau membawanya. Jadi 
saya berinisiatif untuk membawa pulang ke 
rumah. Karena tidak ada yang menanyakan sisa 
perlengkapannya lagi, jadi saya pakai untuk 
kebutuhan sehari-hari.” 

Selanjutnya 8 HMP mengungkapkan bah-
wa tindakan kecurangan dilakukan karena motif 
tekanan, yang disebabkan oleh tuntutan kebutuh-
an yang belum bisa dipenuhi sehingga meng-gu-
nakan aset yang ada untuk menutupinya. Hal ini 
diungkapkan oleh ketua HMP di fakultas D, se-
perti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“Kalau mengenai penggunaan dana untuk 
keperluan pribadi memang beberapa kali terjadi. 
Hal itu karena ada beberapa kebutuhan pribadi 
yang mendesak sehingga dana kemahasiswaan 
yang dipegang digunakan dulu dan nanti d-
ikembalikan. Terkait dengan sisa perlengkapan, 
kebetulan di saya ada beberapa sisa, karena 
acara juga sudah selesai, jadi sering saya gu-
nakan, beberapa juga sudah habis.” 

Hal senada juga terjadi pada HMP di fakultas A. 
Hal ini diungkapkan oleh pelaksana program 
kerja dalam kuesioner, seperti dalam kutipan 
berikut ini: 

“Pada waktu sebelum pelaksanaan program ker-
ja, saya beberapa kali memang menggunakan 
dana yang ada karena ada hal yang harus saya 
bayar, nanti jika sudah ada uang baru saya 
kembalikan lagi. Waktu beli perlengkapan juga 
sengaja dilebihkan biar bisa dipakai di kos.” 

Kemudian, arogansi menjadi motif kecu-
rangan oleh 8 HMP. Ketua HMP yang teridentifi-
kasi melakukan jenis kecurangan misappropriation 
assets mengungkapkan bahwa penggunaan aset 

program kerja bisa dengan bebas dilakukan kare-
na terbebas dari pengawasan orang lain. Hal itu 
diungkapkan oleh salah satu ketua HMP di fa-
kultas E, seperti dalam kutipan berikut ini: 

“Sebagai organisasi yang mengadakan program 
kerja, saya merasa bahwa tidak ada yang me-
ngawasi dana yang saya terima, mengingat ju-
ga kalau BPH kegiatan tidak ada di sini juga. 
Jadi penggunaan dana saya yang control.” 

Hal senada juga diungkapkan saat wawancara 
dengan salah satu ketua HMP pada fakultas C de-

ngan modus yang berbeda, seperti dalam kutipan 
berikut ini: 

“Menurut saya, selaku ketua HMP, saya bisa 
untuk membawa perlengkapan protokol kesehat-
an yang sisa, kan acara juga sudah selesai. Jadi 
sudah tidak ada agenda yang lain.” 

Selanjutnya adalah motif kolusi. Satu ketua 
HMP yang teridentifikasi melakukan jenis kecu-
rangan misappropriation assets mengungkapkan 
bahwa adanya “obrolan di belakang” antara ket-
ua HMP dan penanggungjawab program kerja 
untuk meminjam dana yang ada akibat dari kebu-
tuhan pribadi yang mendesak, dan akan dikem-
balikan ketika dibutuhkan. Hal tersebut diung-
kapkan oleh ketua HMP pada fakultas D, seperti 
dalam kutipan berikut ini: 

“Dulu saya pernah pinjam dana program kerja 
ke penanggungjawab program karena ada hal 
mendesak, namun setelah itu saya kembalikan. 
Waktu itu saya telepon ke orangnya untuk me-
minjam dana, terus langsung ditransfer.” 

Hal tersebut dibenarkan oleh penanggungjawab 
program kerja HMP di fakultas B, seperti dalam 
kutipan berikut ini: 

“Iya, dulu ketuanya sempat telepon untuk pin-
jam dana program kerja, katanya sih karena ada 
kebutuhan mendesak. Karena bilangnya akan 
langsung diganti, jadi langsung saya transfer.”  

Sementara itu, 18 HMP teridentifikasi me-
lakukan jenis kecurangan fraudulent financial sta-
tement dengan motif yang berbeda-beda yang di-
lihat dari sudut pandang fraud hexagone dan di 

dalam bentuk kecurangan ini ditemukan adanya 
motif herding. Motif para HMP dalam melakukan 
kecurangan dapat dilihat pada Gambar 7. 

Tabel 2. Motif Kecurangan Fraudulent Financial State-
ment HMP  

Motif Bentuk Kecurangan 
Fraudulent Financial Statement 

Rasionalisasi 18 HMP 
Kapabilitas 18 HMP 

Kesempatan 18 HMP 
Kolusi 18 HMP 
Herding 14 HMP 

Arogansi 13 HMP 
Tekanan 12 HMP 

Tabel 2 menunjukkan hasil survei 18 HMP 
terkait dengan motif melakukan kecurangan fra-
udulent financial statement. Rasionalisasi, kesem-
patan, kapabilitas dan kolusi menjadi motif uta-
ma dari keseluruhan narasumber untuk melaku-
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kan kecurangan di dalam pengelolaan dana ke-
mahasiswaan, diikuti dengan motif tekanan, a-
rogansi, dan herding. 

Motif kecurangan pertama yang diungkap-
kan oleh 18 HMP adalah rasionalisasi. Para HMP 
beranggapan bahwa memaksimalkan penyerapan 
anggaran dengan membuat saldo kas akhir 
seminimal mungkin bahkan nihil adalah hal yang 
sah-sah saja untuk dilakukan, sekalipun dengan 
manipulasi, misalnya dengan memberikan suatu 
pemberian sebagai bentuk ucapan terima kasih 
kepada setiap pelaksana program kerja. Hal ter-
sebut diungkapkan oleh satu ketua HMP di fa-
kultas E, seperti dalam kutipan berikut ini: 

“Waktu pelaksanaan program kerja kemarin 
memang ada sisa dana ratusan ribu, itu BPH 
HMP dan BPH program kerja langsung ber-
koordinasi untuk memberikan sesuatu untuk se-
tiap pelaksana program kerja, karena setiap ta-
hunnya di HMP kami selalu memberikan uca-
pan terima kasih dengan suatu pemberian ketika 
program kerja selesai. Untuk mengakali itu ka-
mi membuat nota transaksi palsu agar dananya 
terserap.”  

Hal senada dengan motif rasionalisasi dilakukan 
oleh HMP lain pada fakultas A, seperti yang di-
ungkapkan dalam wawancara, seperti dalam ku-
tipan berikut ini:  

“Sisa dana program kerja kemarin kami alihkan 
ke kas HMP. Buat mengakali itu kita mengotak-
atik pengeluaran lewat bukti transaksi. Jadi 
waktu pembelian beberapa perlengkapan, kami 
meminta nota lebih untuk kami gunakan.”  

Selanjutnya alasan 18 HMP melakukan ke-
curangan karena adanya kesempatan, sehingga 
menjadi motif kesempatan. Tidak adanya konfir-
masi kepada pihak ketika terkait bukti transaksi 
yang dilampirkan menjadi suatu kesempatan bagi 
para HMP untuk memalsukkan bukti yang ada. 
Hal ini dinyatakan oleh salah satu ketua HMP di 
fakultas B, seperti dalam kutipan wawancara be-
rikut ini: 

“Dari periode lalu, saya tidak pernah dimin-
takan konfirmasi dari setiap transaksi yang 
dilampirkan di laporan pertanggungjawaban 
keuangan, padahal dulu melampirkan nota pal-
su juga. Dari situ saya yakin kalau nota yang 
dilampirkan tidak pernah dicek” 

Hal senada diungkapkan juga oleh pelaksana 
program kerja pada fakultas C, seperti dalam ku-
tipan berikut ini: 

“Teman saya itu anggota lembaga legislatif di 
komisi anggaran, dan memang kata dia kebena-
ran dari nota transaksi yang kami lampirkan 
hanya dilihat dari sisi kelengkapannya saja, 
bukan dari kebenaran keterjadiannya, jadi ada 
celah.”  

Motif kecurangan 18 HMP berikutnya ada-
lah kapabilitas. Hasil identifikasi wawancara 
dengan para ketua HMP mengungkapkan bahwa 
jabatan yang ada memungkinkan untuk menga-
tur pengeluaran program kerja, sehingga pencata-
tan pengeluaran bisa memaksimalkan penyera-
pan anggaran. Hal tersebut diungkapkan oleh 
salah satu ketua HMP di A, seperti dalam kutipan 
wawancara berikut ini: 

“Kemarin aku terlibat ketika mau bikin LPJ, 
disitu aku mengarahkan BPH kegiatan untuk 
mencantumkan apa saja bentuk pengeluar-
annya agar dana sisanya bisa seminimal mung-
kin. 

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh salah 
satu ketua HMP pada B, seperti dalam kutipan 
berikut ini: 

“Karena BPH kegiatan tidak ada yang di 
Salatiga, jadi setiap pengeluaran saya yang me-
ngatur biar dana yang kita dapat juga bisa 
maksimal, soalnya kemarin dana cairnya setelah 
kegiatan, jadi semua pengeluaran diatur sede-
mikian rupa agar dananya cair semua.  

Selain itu, motif lain dalam memperlancar 
praktik kecurangan 18 HMP adalah kolusi. Para 
BPH HMP dan BPH kegiatan bekerjasama dalam 
melebih-kurangkan anggaran dan pembelian. Hal 
ini diungkapkan oleh salah satu ketua HMP di 
fakultas E, seperti dalam kutipan wawancara 
berikut ini:  

“Sewaktu buat proposal kan belum ada panitia, 
jadi kita bebas untuk merancang anggarannya. 
Kalau waktu buat LPJ, kita berkoordinasi bagai-
mana anggarannya bisa habis, misal dengan 
beli perlengkapan tambahan setelah kegiatan, 
dan transfer ke semua pelaksana program kerja” 

Hal ini juga dinyatakan oleh ketua HMP pada 
fakultas C, seperti dalam kutipan wawancara be-
rikut:  
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“Kemarin waktu acara selesai, ketua pelaksana 
infokan kalau ada dana sisa. Pas tahu, saya 
langsung berkoordinasi dengan mereka untuk 
sebisa mungkin dananya dibuat 0 dengan beli-
beli atau transfer ke semua pengurus kegiatan 
dengan “embel-embel” sebagai subsidi kuota” 

Selain itu, motif 14 HMP dalam melakukan 
kecurangan adalah herding. Adapun alasan ma-
nipulasi laporan pertanggungjawaban dengan 
pembuatan bukti transaksi palsu adalah karena 
mengikuti pola periode sebelumnya. Hal ini di-
ungkapkan oleh salah satu ketua HMP di A, sep-
erti dalam kutipan berikut:  

“Waktu periode lalu, saya kan terlibat waktu 
pembuatan laporan keuangan, nah disitu mere-
ka membuat nota palsu agar dananya benar-
benar habis, soalnya kalau sisa nanti dikembali-
kan ke kampus. HMP yang lain juga kemarin 
bilang kalau mereka buat nota palsu, biar dana 
sisanya bisa masuk ke kas HMP, makanya saya 
ikut caranya mereka.” 

Hal senada juga terjadi pada HMP lain, seperti 
yang diungkapkan oleh salah satu ketua HMP 

pada fakultas D, seperti dalam kutipan wawan-
cara berikut: 

“Menurutku buat nota baru sudah dilakukan 
dari dulu sih, dan selalu diikuti setiap periode. 
Kebetulan kemarin ada sisa dana, jadi saya 
koordinasikan dengan BPH kegiatan untuk 
nominal fee pembicara dinaikin di kwitansi, so-
alnya sayang kalau dananya harus balik ke 
kampus lagi.” 

Motif 14 HMP berikutnya adalah arogansi. 
Berdasarkan hasil identifikasi dari data yang di-
peroleh menyatakan bahwa motif ini terjadi keti-
ka proses pembuatan laporan pertanggungjawa-
ban dengan hanya melibatkan ketua dan benda-
hara HMP serta ketua dan bendahara program 
kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu 
ketua HMP di fakultas B, seperti dalam kutipan 
berikut:  

“Kalau saat buat lpj, tidak semua terlibat, kare-
na takut banyak yang tahu. Karena kalau bocor 
sampai pimpinan universitas, akan panjang 
urusannya.” 

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua HMP 
pada fakultas E, seperti dalam kutipan wawan-
cara berikut:  

“Tentunya nda semua akan terlibat ya, karena 
hal seperti ini tidak boleh sampai bocor keluar. 

Lagipula mereka tidak perlu tau proses pembu-
atan lpj.” 

Dua belas HMP juga mengungkapkan bah-
wa alasan melakukan kecurangan ini karena mo-
tif tekanan. Para BPH HMP akan melakukan ko-
ordinasi dengan BPH pelaksana program kerja 
untuk memaksimalkan penyerapan anggaran de-
ngan cara membuat bukti transaksi palsu yang 
dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban 
keuangan. Hal tersebut diungkapkan dalam wa-
wancara dengan salah satu ketua HMP di fakultas 
C, seperti dalam kutipan berikut ini: 

“Biasanya untuk memaksimalkan penyerapan 
anggaran ketika ada dana sisa itu kita membuat 
bukti transaksi sendiri untuk dimasukan dalam 
laporan pertanggungjawaban keuangan, nanti 
dananya kita bagi ke semua pelaksana program 
kerja dengan embel-embel subsidi kuota.” 

Hal senada diungkapkan oleh ketua HMP pada 
fakultas B, seperti dalam kutipan wawancara be-
rikut ini: 

“Kalau dilihat dari segi nominal dana PLK 
yang kami dapat itu memang tidak sebesar 
HMP yang lain, tapi pengeluaran kami juga 
jauh lebih sedikit. Jadi sisa dana program kerja 
kemarin kami usahakan untuk dialihkan ke kas 
HMP dengan cara membuat bukti transaksi pa-
lsu yang kami lampirkan di laporan pertang-
gungjawaban keuangan.” 

5. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di-
paparkan di bagian sebelumnya, teridentifikasi 
bahwa kecurangan yang dilakukan oleh HMP da-
lam pengelolaan dana kemahasiswaan dikategori-
kan kedalam jenis kecurangan misappropriation as-

sets dan fraudulent financial statement berdasarkan 
bentuk kecurangan yang dikemukakan oleh Asso-
ciation of Certified Fraud Examiners (2016). Terung-
kap bahwa praktik kecurangan yang dilakukan 
oleh HMP terjadi di setiap tahapan pengelolaan 
dana kemahasiswaan, seperti yang tercantum 
dalam panduan pengelolaan organisasi oleh LK 
Universitas X (2021) yaitu  dalam tahapan peren-
canaan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
Bentuk kecurangan yang dilakukan oleh HMP 
pada setiap tahapan dilakukan dengan beragam 
modus dan diperlancar dengan berbagai motif. 

Praktik kecurangan dalam pengelolaan da-
na kemahasiswaan yang dilakukan oleh HMP ter-
bukti didorong motif fraud hexagone  yang dike-

mukakkan oleh Vousinas (2019). Komponen da-
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lam fraud hexagone yaitu rasionalisasi, tekanan, ke-
sempatan, kapabilitas, arogansi, dan kolusi men-
jadi motif para HMP untuk memperlancar praktik 
kecurangan yang dilakukan. Praktik kecurangan 
dilakukan dengan modus yang beragam, seakan 
sudah menjadi “budaya” dalam organisasi HMP. 
Selanjutnya, penetapan kebijakan untuk menya-
jikan laporan pertanggungjawaban keuangan de-
ngan saldo nihil memunculkan celah bagi HMP 
untuk melancarkan aksi kecurangan, dan me-
mungkinkan mendorong para HMP untuk mela-
kukan kecurangan apabila masih terdapat saldo 
setelah berakhirnya pelaksanaan program kerja. 
Selain itu, sudah dari turun-temurun praktik ke-
curangan terus dilakukan akibat dari tidak adan-
ya penindakan dan pemberian hukuman kepada 
para pelaku, sehingga bagi anggota HMP yang 
memiliki kapabilitas, hal ini menjadi suatu pola 
yang terus terasionalisasi dan menjadi suatu kes-
empatan untuk terus melakukannya. Selain itu, 
terdapat suatu tekanan yang muncul oleh karena 
kebiasaan dari periode sebelumnya untuk meng-
habiskan anggaran yang didapatkan, sehingga 
terciptalah kolusi untuk memperlancar tindakan 
kecurangan yang dilakukan yang didukung oleh 
sifat arogansi para HMP yang memiliki suatu 
anggapan bahwa dana tersebut berasal “dari ma-
hasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa” 
sehingga perlu digunakan secara maksimal.  

Motif lain yang ditemukan sebagai pendo-
rong terjadinya kecurangan dalam pengelolaan 
dana kemahasiswaan adalah herding seperti yang 

dikemukakan oleh Hirshleifer dan Hong Teoh 
(2003). Berbeda dari motif rasionalisasi yang su-
dah menjadi suatu kebiasaan yang diikuti dari 
periode sebelumnya sehingga menjadi suatu 
pembenaran, aksi ikut-ikutan dalam motif herding 
lebih berbicara mengenai adanya kesempatan dan 
suatu tekanan dari orang-orang disekitar yang 
memberikan berbagai saran untuk berbuat curang 
terhadap pelaku. Selain saran dari orang-orang 
sekitar, tidak adanya konsekuensi dan peninda-
kan kepada HMP yang melakukan manipulasi 
menjadi pertimbangan mendasar bagi pelaku un-
tuk mengikuti saran yang ada.  

Lebih lanjut, motif kecurangan yang men-
jadi dasar para HMP untuk melakukan kecurang-
an didasari oleh attitude toward behavior dan sub-
jective norm dalam theory of reasoned action yang 
dikemukakan oleh Awang et al. (2016). Attitude 
toward behavior ditunjukkan dengan adanya te-

kanan dan kapabilitas para HMP untuk mela-
kukan manipulasi dalam aset maupun laporan 

pertanggungjawaban keuangan untuk mendapat-
kan manfaat bagi segelintir orang. Selain itu, per-
ilaku buruk dan dorongan untuk melakukan ke-
curangan di lingkungan organisasi HMP seakan 
menjadi norma (subjective norm) yang dilakukan 
pada setiap periode. Hal ini selaras dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Razak et al. (2018) 
terkait attitude toward behavior dan subjective norm 

sebagai pendorong seseorang untuk melakukan 
kecurangan.  

Hasil eksplorasi dalam penelitian ini me-
nunjukkan bahwa adanya praktik kecurangan 
misappropriation assets dan fraudulent financial sta-
tement dalam pengelolaan dana kemahasiswaan 
HMP. Adapun kecurangan tersebut dapat terjadi 
dikarenakan terdapat motif dari para pelakunya 
yang bisa dilihat melalui kerangka kerja fraud 

hexagone yaitu tekanan, rasionalisasi, kesempatan, 
kapabilitas, arogansi dan kolusi. Hal tersebut 
mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, se-
perti yang dilakukan oleh Muhsin et al. (2018), 
Suhartini et al. (2020), Sadeli (2015), dan Zamzam 
et.al. (2017). Selain itu, motif herding juga menjadi 
pendorong seseorang untuk melakukan kecu-
rangan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
yang diungkapkan oleh Yuliyanti dan Hapsari 
(2020) yang menyebutkan bahwa kecurangan 
dapat terjadi karena kebiasaan yang diikuti oleh 
fungsionaris dalam lembaga kemahasiswaan. 

6. Simpulan dan Saran  

Simpulan 

Penelitian ini memberikan simpulan bahwa 
keseluruhan motif dalam fraud hexagone menjadi 
motif yang mendorong fungsionaris HMP untuk 
melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana 
kemahasiswaan dengan modus yang beragam. 
Selain dari motif di dalam fraud hexagone, niat un-
tuk melakukan kecurangan juga didorong oleh 
motif herding yang terlihat dari tindakan para 
HMP yang selalu mengikuti pola pengelolaan 
dana kemahasiswaan yang sudah terbentuk dari 
periode sebelumnya, seakan hal tersebut sudah 
terasionalisasi dan menjadi suatu pembenaran, 
sehingga membentuk “budaya” dalam organisasi 
HMP. Hasil penelitian ini berimplikasi secara 
teori bahwa attitude toward behavior dan subjective 
norm dalam theory of reasoned action mendasari 
seseorang untuk melakukan kecurangan. Selain 
itu, teridentifikasi bahwa konsep herding yang 

biasanya melekat dalam keputusan investasi keu-
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angan mendorong seseorang untuk melakukan 
kecurangan akibat dari pola pengelolaan keu-
angan yang selalu diikuti oleh karena pengenda-
lian internal yang kurang optimal sehingga me-
munculkan celah untuk berlaku curang. Secara 
praktis penelitian ini berimplikasi terhadap pen-
gendalian internal yang diterapkan di tingkat 
fakultas dan universitas yang perlu ditingkatkan 
untuk memitigasi praktik kecurangan dalam pe-
ngelolaan dana kemahasiswaan, sehingga perlu 
dilakukan peninjauan kembali terkait pengen-
dalian internal dan kebijakan yang ditetapkan un-
tuk meminimalkan celah yang dapat merugikan 
universitas. 

Saran 

Isu kecurangan yang diangkat dalam pe-
nelitian ini mengakibatkan kurang terbukanya 
para HMP untuk mengungkap praktik kecurang-
an dalam proses wawancara, sehingga menjadi 
suatu keterbatasan dalam penelitian. Selain itu, 
kebijakan pandemi covid-19 mengakibatkan peng-
umpulan dokumen fisik dan observasi yang dila-
kukan ketika penyelenggaran program kerja men-

jadi kurang optimal. Penelitian mendatang di-
harapkan dapat melakukan pengujian kuantitatif 
terkait pengaruh fraud hexagone dan herding se-
bagai motif kecurangan terhadap seluruh fung-
sionaris HMP dan pelaksana program kerja di se-
tiap fakultas dan universitas.  Selain itu, peneli-
tian mendatang dapat melakukan pengujian ku-
alitatif dengan melakukan eksplorasi penerapan 
pengendalian internal yang dapat memicu adan-
ya celah untuk melakukan kecurangan. 
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